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nd" Mubes Pemekaran
ibaten .

¢ bergulirnya refo i_di Indonesia, semakin

orang yang menyadati bahwa selama rezim Orde,
iegara Indonesia telab “salah urus”. Kekuasaan

i wgag Soeharto sefaku pre FEsident Apa
linginkannya sering dianggap sebagai keinginah
ang, meskipun pada dasarnya sangat merugikan
hak. Akibat yang ditimbulkannya adalah keti-
tian masyarakat. Sebab, hidup menjadi terpasung,
i dan pengetahuvan sangat terbatas. Saluran

51 menjadi tersumbat. Dan, akses untuk memiliki

nguasai sumber-sumber (alam dan modal), begita
bat.

fasyarakat hidup dalam keadaan tersungkup
sasi kekuasaan, sehingga kedaulatannya terampas.
-ncoba untuk keluar, maka konsekuensinya adalah
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rah pembantaian. Penculikan dan teror pasti akan

. Bahkan, terkadang lebih sadis dari zionis Israel.

mengendarai institusi ABRT dan Golkat, Soehaf_tg_‘q X
kan birokrasi negara sebagai “mesin pemeras”
mYat u.rm.u( Kepcnungan"ki@
a8 T '
jak tabun 1970-an, negara Indonesia telah terpuruk
;'Jalam praktek-praktek nista zaman kolonial/
ekayasa MPR, praktek kooptasi, adu dombga_tefor,
jakan ekononuy_aggmembenkanhs monopol

ngat meng}usap kemakm&xﬁk_y_gg ochiar

2% 1999). Tesmasuk parsialitas mencolok atas sekto::
v Ddcr_,,dengantsck T desg/ ttachsmnal

e Ak

=tika Soeharto “lengser” dan “terkangkang” dari

kckuasaannya, mata rakyat menjadi terbelalak. Hasrat

lama ini terpendam menyemburat bagai ait bah
rkadang kehilangan kendali’ Para filosof yang

imnya “manut” seperti burung beo, mulai kembali
i “betkokok” meneriakkan essensi kebenaran.

fupan bernegara yang kusut masai mulai ditata

i. Salah satu isi yang sangat menarik adalah
ndangkannya kembali otonomi daerah sebagai
. dati federalisme yang kian mengental di tengah:

rakat dan tuntutan merdeka di berbagai wilayah In-

1a.¥

encuatnya persoalan otonomi_ daerah

sinkan oleh Bhitnya Undang-undang] No 22 Tahun

2 1tang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini

agai, pengganﬁ dad Undang-undang No, 5 Tahun.

yang di dalam ptakteknya memang sangat kabur.

—
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ckan undang-undang yang baru ini, sebagaimana

o pada Pasal 6 ayat 2 yangTintinya betbunyi; “Daerah

dimekarkan menjadi lebih dati satu daerah”.

vizgskipun masih banyak aturan main yang harus
uatuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana yang
tub pada Pasal 6 ayat 2 tersebut (sepetti Undang-

dan Peraturan Pemerintah sebagai atutan

! anya), gaunggY&dld&erah,tcinYaia_smgat besar.

insi Riau, nuansanya terlihat dari diadakannya
i Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat, yang

nsinya adalah keinginan untuk memekarkan
aten. Bahkan, di Kabupaten Kepulanan Riau
uas menjadi keinginan untuk berdiri sendiri sebagai
1 provinsi yang terpisah-dasi Provinsi Riau.

Sanyak hal yang petiu dicermati dati hasil beberapa

Rakyat _yang_ tel telah ¢ diadakauqdletomnsLBlau
_orientasi Mubes Rakyat yang diadakan lebih
“pada kristalisasi dari hastat. miemisahkan diti dari

, Wﬂayah kabupaten yang.ada sekamng.“Apa.kah

TR, e ol

but sebagai perwujudan dati kefrustasian selama
dap lingkup kekuasaan pemetintahan ying lama
perly dikaji lebih jauh.

dna, kemgman memekatkan wilayah mulai

niukkan | permE"f)ermk eco kedaerahan yang

tbelkangi oleh kesainaan suku dan adat istiadat”

1

dond

ada Mubes di suatu Wﬂayah yang cenderutig
is, sampai-sainpai mempettentarigkan nama
0 baru yang akan dimekarkan melalui demontrasi
. Kondisi ini tentunya kontra produktif dengan
>emekaran kabupaten itu senditi. Ada pula wilayah
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an mengadakan Mubes di dalam Mubes yang sudah

Ketiga, dalam Mubes Rakyat tersebut aparat birokrasi
ita masih :masih sangat det demam oleh penm yang

ipertanyakan ap: aparat ‘birokrasi pemetintah adalah

ig %p‘ﬁ"’élierah yang di maksud untuk mmyc&akan

s e = e 0 -

dari Pendapatan Asli Dacrah setemEafK‘ondm ini
Hiinkan bahwa selama ini aparat birokrasi memang

emahami dinamika yang ada di daerahnya. Bahkan
n tidak mengetahui aspek-aspek geografis. dan

orafis wilayah setempat, sehingga timbul rasa

s tethadap kemampuan berkembang dati wilayah

vang dimekatkan.

srbicara persoalan pemekaran wilayah, sebenarnya

tlah bagus bila didasarkan pada kerangka
serdayaan masyarakat tempatan, Bertitik tolak dari
lazensi otonomi daerah yang akan diberlakukan di
fiesia, maka memperbanyak wilayah kabupaten berarti
setbesar wilayah otonom yang dapat dan berwenang

ur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
it prakarsa senditi berdasarkan aspirasi masyarakat.

i samping itu, pemekaran wilayah adalah
tkecil span of control seorang kepala wilayah. Harus

cbuah unit wilayah yang lebih kecil, tetapi strategis

nberdayaan masyarakataya dan masyatakat sendiri
kinkan untuk melakukan feed back controlsecaralebih
rhadap kebijakan pemerintali di wilayahnya.

Aspek politik terpenting dari pemekaran kabupateh

nsi Riau sebenarniya berpijak pada diundangkannya
g-undang No 25/1999 tentang Perimbangan
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igon antara Pusat dan Daerah. Dalam ketentuan
s-undang tersebut, ada dana petimbangan yang
antukkan bagi sebuah kabupaten. Dana tersebut
uber dari hasil di kabupaten yang dikutip oleh
intah pusat yang pada tahap selanjutnya dibagikan
ap kabupaten yang ada di Indonesia.
a1 berarti salah satu cara untuk merebut “kue
al” oleh masyarakat di Provinsi Riau adalah dengan
»erbanyak wilayah kabupaten. Provinsi ini
bang sangat besar untuk Indonesia. Maka, sudah
<nya dana perimbangan tersebut juga lebih besar
wilayah ini. Tanpa pemekaran kabupaten, eskalasi
ya sulit diperoleh. Melalui pemekaran kabupaten ini,
ierjadi akselerasi dana perimbangan ke Provinsi

ke
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1epis Ego Kedaerahan,

rmacu Kemandirian Rakyat

S
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KARAN kabupaten sebenarnya mengandung
rolitik yang sangat 16gis dan strategis. Jalan untuk

-toleh dana dari pemerintah pusat secara eskalatif,

ata sangat sulit dan memerlukan perdebatan panjang.

itu, akselerasi kabupaten menjadi alternatif
tnya, agar jumiah dana pembangunan yang
tukkan bagi masyarakat Riau dapat diperbesar. Jadi,
gan secara vertikal diimbangi dengan perjuangan
1otizontal. Sehingga, “kue nasional” yang dapat
e provinsi ini akan semakin besat.
lain_bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah
maka dana pembangunan di sebuah wilayah
en berdasatkan Undang-undang No 25 Tahun
ntang Perimbangan Keuangan antara Pusat .dan
, akan chpcroleh pula Dana Penmbangan yang

o
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lam tiga kategorti, yakni Bagian dati Penetimaan

)ana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokam

DAK)ZD eboisasi.

da pasal 7 Undang-undang No 25/1999 ini, telah

n bahwa 25 persen dari APBN merupakan DAU,

Iokasikan untuk provinsi - sebanyak 10 persen dan

Cuntuk kabupaten. Jadi, 90 pe persen dari 25 persen

Lo 1enjad1 hal"kabupaten_ yang potsinya diatur

an Propor51 bobot masing:masing | _h_l_‘IBN‘!:Cﬂ

jumiah bobot d daerah kabupaten di IndoneSIa
=rah di maksud dictapkan berdasatkan kebutuhati
stonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

ungannya ‘dilakukan oleh Sekretariat Bidang

iangan Keuangan Pusat dan Daerah,

1entara ity, untuk DA_K, seperti dana rcligigaﬁi
ang tertuang pada Pasal 8 dapat diterima oleh
n sebagai penghasil sebanyak 40 persen. Sisanya

60 persen disetotkan ke pemerintab.pusat. Hanya

1tuk kepentingan di luar reboisasi, daerah harus
lizkan dana pendamping dati APBD sesuai dengan

1an daerahnya. Ini berarti akan terjadi pergulatan
up sengit dalam mendapatkan besaran jumlah
zbut oleh masing-masing kabupaten,

angkan dana perimbangan diperolch dari figa
akni bagian daerah dati penetimaan Pajak Bumi
unan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan
\(BPHIB), dan Penetimaan,dari Sumber Daya
DA). Penerimaan PBB sebesar-90 persen
tkkan bagi daerah, yang pembagiannya antara
-ovinsi dan kabupaten diatur dengan undang-
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tersendiri. Sedangkan 10 persen diambil oleh

“rintah pusat untuk dibagikan kepida seluruh

en/kota di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku

: benetimaan BPHTB dengan petimbangan 80 persen

laerah dan 20 petsen dana perimbangan yang

ip pemetintah pusat.

asil penerimaan dari sumberdaya alam terditi dari

at komponen, yakni Kehutanan, Pertambangan

Perikanan dan Migas. Sektor Kehutanan sebuah
ten akan memperoleh dana dari Turan Hak

asahdan Hutah (IHPH) sebesar 64 persen dan dari
irnaan Proporsi Sumberdaya Hutan sebesar 32 persen
1bah dengan dana petimbangan yang dikutip sebesar

tsen oleh provinsi untuk setiap kabupaten di provinsi

it

‘Scktor pertambangan umum diterima oleh

tén dalam bentuk Turan Tetap (land rent) sebesar 64

., bila ia sebagai penghasil. Selain itu, diperoleh

=2t 32 persen sebagai penghasil dari penierimaan royalti
lorasi dan eksploitasi ditambah dengan dana

angan yang dikutip provinsi sebesar 32 persen yang
untuk seluruh kabupaten dalam provinsi yang
kutan,

Dati sektor Petikanan diperoleh hasil pembagian

oleh pemerintah pusat yang diambilnya dari 80
hasil Perikanan masing-masing kabupaten di In-
. Dalam kaitan ini, akan sangat sulit. bagi daerah
menentukan nilai sesungguhnya dari hasil
12an sektor Petikanan yang diterima pemetintah
chingga daerah bisa dikebiri. :
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Jotuk penerimaan dari minyak, wilayah kabupaten
asil akan memperoleh 6 persen dari penerimaan

-
-

o

telah dikurangi komponen pajak. Kabupaten yang
nghasﬂ dalam provmsl, akan mempetoleh sebesar

sen yang dibagi sesuai kebutuhan. Sedangkan

aan dari Gas Alam, kabupaten penghasil

roleh bagian sebesar 12 persen dan kabupaten

i dalam provinsi mendapat jatah petimbangan dati

1 yang dikutip itu.

Sanyak item dalam UU No.25/1999 ini yang

CI;
ntasi pada sekedar keinginan pemekaran wilayah,
perscmpit menjadi ego kedaerahan, tetapilebih

i |

)

kan aturan tambahan, baik dalam bentuk undang-
naupun peraturan pemetintah, Masih diperlukan
raktu untuk merealisirnya. Termasuk political will

cmetintah baru hasil Pemil nanti. Hat yang sama

R

ka untuk UU No 25/1999 tentang Pemerintahan

yang | membutuhkan ketentuan tambahan sebanyak

el

i dalam bentuk undang-undang dan 20 buah da]am
< eraturan pemenntah

minir, pasal 7 ayat.1. dan _ayat 2 yangcgpertegas

111 ayat 1. misalnya, keberadaan undang-undang
idak lebih dari bentuk batu pemasungan daerah
erintah pusat. Daerah masih harus ber]uang ketas
erebut “kue nasional” yang ada. Ini berarti,
i sebuah Mubes Rakyat hendaknya tidak saja

ankan pada pemberdayaan masyarakat dari segi
hak atas tanah ulayatnya, asset SDA daerahnya,
tiadatnya, dan yang terpenting kesiapan SDM di
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untuk masuk ke-abad 21 mendatang. Bahu-
ibahulah untuk itu, meski befpisah dari segi
1, Rk
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nbangun Keharmonisan

iy

ngan Pusat-Daerah

AN yang berkecamuk di benak rakyat terhadap
pembangunan saat ini adalah pengotrbanan. Selama
52 tahun di bawah rezim Socharto, rakyat memang
pada posisi yang tidak menguntungkan. Secara fisik
11 besar yang diintrodusir melalui program dan

memang dapat dilihat, tetapi pengalaman
kkan bahwa tumbal-tumbal pembangunan selalu

-laksanaan pembangupan selalu saja melibatkan

>agai korban dari memberikan keuntungan pada
aguasa dan pengusaha. Kasus Waduk Nipah di
dan PLTA Kotopanjang di Riau adalah bukt
i mana rakyat telah dikesampingkan. Diberbagai

=sat, penggusuran dengan keputusan sepihak sangat

'y}

1guntungkan rakyat.
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ila dikaitkan dengan eksistensi masyarakat di

., keadaannya malah semakin parah. Hutan dan

sumberdaya daetrah diekspolitasi hanya untuk
ingan segelintir orang. Industrialisasi hanya
rikan penderitaan pada masyarakat tempatan, baik

12 aset yang harus diserahkan mereka dengan paksa,

harga yang tidak wajar, maupun masalah limbah
arus ditanggung sepanjang keberadaan industri
t.

idonesia dalam realitas pembangunan selama ini
h sebuah kawat berduti yang membelenggu rakyat.

radaan Indonesia sebagai sebuah negara yang
aulat justru tidak membetikan makna kemerdekaan

akat yang sesungguhnya, apalagi kesejahteraan.
daerah yang menilai Indonesia hanyalah sebuah

njajahan bary, yang justtu merampas segala hak dan

ang meteka untuk manditi dan menikmati

rzdaan sebuah negara.

Ses hnya, tidak ada yang perlu dikagetkan dari

jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat yang apabila

L =)

kebebasan menentukan sikap untuk bergabung
1 Indonesia atau menjadi sebuah negara yang
at, pasti memilih untuk merdeka. Bila dilaksanakan

yendapat yang sama di Riau, Kalimantan, Irian Jaya,

ibon, maka hasilnya tidak akan jauh betbeda dengan
Limur. Apalagi kalau dilaksanakan di Aceh, kebera-
rdonesia sebagai sebuah negara, sangatlah- tidak

angat mudah menjawab mengapa semua itu bisa
Cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 selama ini
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 sekali diselewengkan oleh penguasa negara. In-

1 ebagm bangsa tidak dibangun dalam kerangka

Yl

iskan rakyat dati ketertindasannya. Justru yang

rakyat merasakan penjajahan baru dari pengunasa

asaha yang kolutif dan koruptif. Slogan pemban-
anya dijadikan tameng untuk menjustifikasi

1an sepihak dari penguasa kepada rakyat.

:lah mengalami krisis ekonomi yang sedemikian
ianreformas1 mampum memaksa Sog_harto untuk

in dan san_dlssaara bangsanya. Pemermtahan

' Jam menampilkaglakon para | "badut pohnlmya"
avral .memggrtahankan 2 betlanjutnya pembantaian

setti di Aceh, Ambon dan Kalimantan, Meskipun

1ber dati-watisan rezim Sochaxto, tetaplkemampuan

ntuk meminimalisitnya tidak nampak.sama sekali.
am lagi peristiwa campur tangan politik dalam

11 yang sangat memalukan. Kasus Bank Bali dan
crapa lagi kasus serupa yang belum terungkap

lzan bukt nyata betapa rakyat belum mendapat

= b

=

= T

lam keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara.
‘ndonesia masih menjadi milik segelintir orang
niliki kepentingan tertentu dan penguasa yang
zan lakon politiknya.

zrcah hatapan bagi rakyat muncul ketika sistem

yartai dibetlakukan di Indonesia. Kebebasan

it menjadi terbuka dan rakyat. berhak
anisasikan dirinya. Partaipun bertaburan dan
‘pesta pora menikmati kebebasan itu.

1gkin karena sudah begitn lama dikungkungoleh

41
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1232, kebebasan ini belum dapat dimanfaatkan secata

al, Kedewasaan berdemokrasi masih mentah, KPU

dibarapkan men]alankan Pemily secara demokratls

va menjadi lembaga yang mendapat cemooh banyak

Tatapan lain muncul dari diundangkannngJU,N 0

99 dan UU No 25/ 1999 9 yang mengarah kcgada

“otonomi_daerah. Namun kedua UU ini masih
ullhkan tlndak la‘g!ut dalam bentuk peraturan -
*M(PP) lzunnya Anchnya yang rmmcul _justro

B oo

i rancangan pndang-undang yang kontra produktif

etlaksananya undang-undang otonomi tersebut,
satu-satunya. kebebasan rakyat hanyalah terlaksana

bebasan pers. Perjuangan rakyat miasih terkuak

mukaan melalui berbagai media yang konsisten
adi corong pembangunan, Bertabutrnya media cetak,

di pusat maupun di daerah, memberi peluang kepada

X

A=t

ikat untuk mengedepankan segala permasalahan

dialaminya dan memposisikan diri dalam dinamika

»an bangsa.
e depan, persoalan pembangunan haruslah betul-

sadati betapa pentingnya posisi rakyat. Negara tidak
ndusif keberadaannya bila menampilkan ciri

jaraannya. 'Tali kesatuan wilayah tidak dapat dimulai

sat ke daerah, tetapi sebaliknya dati daerah ke pusat.
tas antara daerahiah yang harus ditumbuhkan untuk
rsatukannya dalam sebuah negara yang bernama
sia. Bukan solidaritas yang dipaksakan dari pusat

- bentuknya malah bertentangan dengan persepsi
-arakat daerah. Artinya, merajut keanekaragaman akan
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< dati meratakan pemagaran.
1 beberapa upaya yang dapat ditempuh agar In-
dak semakin tengeelam dalam petpecaban bangsa

bali pada_sistem kekuasaan_otoriter. Pertama,

tuan daerah mengantlmpam perkembangan politi politik
ataran nasional. Daerah harus dapat mem-

san aspirasinya secara konkrit melalui cara-cara

nasih _berada dalam koridor NKRI. Kesadaran

R A S
i ]

o i

ah daerah untuk menjadi perpanjangan tangan
rhadapan dengan kekuasaan pemerintah pusat
petiukan. Bila yang tetjadi justru pemerintah

menjadi perpanjangan tangan pemetintah pusat
apan dengan rakyat, maka konsekuensinya adalah

n pemetintah tethadap rakyat.

/daa, memperjuangkan upaya pengurangan

tah_itu sendiri dalam proses peiaksanaan
unan dalam Sldang Umum MPR mendatang
nen tcrhadaP UUD 1945 harus diusahakan ke

1e 1p05151kan kedaulatan rakyat. tldak hanya dalam

falsafah, tetapi ditindaklanjuti dalam konteks
ﬂ_pgmbaggtmm yang tegas. Untuk itu, GBHN
usun secara jelas yang substansinya mengait
-ksistensi rakyat dan peranan daerah dalam

{aatkan dan mengelola pembangunan.

iga, melanjutkan otonomisasi yang lebih
__pada otonomi. ekonomi di_daerah. Asset
daerah tidak harus dipetakan dari pusat, apalagi
_tannyg.]angan sampai pemetintah daerah hanya
pengaman kebijakan pemerintah pusat dalam
1asset negara. Ada baiknya pemerintah daerahlah

43



sehaiknya menentukan berapa porsi pusat yang dapat
ahkan dari asset ekonomi yang dikelola di daerah.***



ek

ita Model Pemerintahan
2h Otonom

JOMI daerah sebagai star#ing point dalam
tclayaan takyat, nampaknya masth akan mendapat

1 oleh banyak hal. Perfamﬂjykﬂgn}_ﬁy@ﬁangﬁgan

A =

unaanngcselamatan ‘dan_Keamanan Negaia

et eirieriy

<IN) yang apabila d disahkan secara Iangsungaakan
=H.tlda tidak teﬂaksananya otongmi. Undang-

ni hanyalah petubahan beatuk dari undang-
abversib yang sebelumnya telah dicabut.

“clahitan UU KKN akan memberikan kekuasaan
ipusat pada prcmden selaku panghma tertingei TN

=

memberikan peluang terciptanya pemerintahan

terselubung di Indonesia secara de_yure. Namun,

i lapangan akan menempatkan pihak keamanan

211 Polti) semakin dominan mengambil alih sektor-
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aasyarakat seperti yang selama ini terjadi.

ledna, selama pemetintahan transisi, kebethasilan
T Ty
1sun undang;gndang tentang otonomi tidak ditkuti

_L_l;mtuk merujuknya dalam politik pemetintahan
sia. Buktinya nampak dengan disiapkannya connsry

7 scbagm Penggantl JPS oleh pemerintah. Couniry

- yang bersifat jangka menengah, , tidak lain

sakan sarana legitimasi sentralisasi kebijakan

“rintah pusat dalam melaksanakan pembangunan

oy

=3

kat.

Vieskipun pengelolaannya bersifat desentralisasi,
i tingkatnya masih mengarah pada kebijakan yang
sat. Ada baiknya, program pemberdayaan rakyat tidak
cang oleh pusat, tetapi diserahkan kepada daerah,

gat pemantauan permasalahan masyarakat secara

et hanya dapat dilakukan di daerah. Untuk itu, segala

n pembangunan masyarakat harus diserahkan ke
secara utuh. Apalagi yang betasal dati pinjaman

segeri, agar kebocoran tidak banyak tetjadi.

s#iga, rencana cksodus sumber daya manusia (SDM)

daerah . Masalah Klasik ini ternyata masih dijadikan
naran terhadap kebijakan yang justru kontra-
tif dengan pemecahan masalah SDM itu senditi.

oIl daerah, tidak akan pernah mendapat pembelajaran

fektif, bila ja tidak diberi kesempatan untuk
ukan kebijakan sendiri.

ntuk mengatasi kelangkaan tersedianya SDM. di
teknik di daerah misalnya, tidaklah diperlukan
s SDM dari pusat. Biarkan proses itu tetjadi secara
barat kata pepatah; "Di mana ada gula di situ ada



tl

il

2

t B

SDM daerah akan termotivasi untuk me-
i1 kualitas dirinya agar-tidak digrogoti “semut-
endatang. Bila sernut-semut itu dipaksakan dan

2 didatangkan dari pusat untuk menggrogoti “gula
7, maka yang akan terjadi adalah konflik

ruan.
upat, . suhu politk yang memanas, khususnya

siengantisipasi Sidang Umum MPR, meayebabkan

S T

ng.Jebih esgensial bagi pemberdayaan rakyat

dinomorduakan. Otientasi elite politik lebih
1 pada perebutan kursi presiden dan berbagi

1. Bermunculannya kasus perbankan, sebenarnya
pas dati kaitan itu. Muatan politiknya lebih tinggi,

1g upaya membersihkan bangsa ini dati para
dan kolutor.
ncermati keempat fakta tersebut di atas,

2kat di daerah hatus cepat tanggap. Daerah hatus

i dengan waktu dan kecepatan pemerintah pusit

o 49

mempreteli pemerintah daerah, Pemerintah pusat

telinya untuk mempertahankan dominasi
1 pusat terhadap daerah. Sedangkan pemerintah
yarakat di daerah hatus mempretelinya untuk
peluang yang sesegera mungkin untuk
anjuti dati terbukanya pintu gerbang otonomi
1elalui UU No 22/1999 dan UU No 25/1999.

2rah harus memformulasikan sistem dan model

rcdlayaan masyarakatnya secara mandiri. Model dan
tersebut, harus dimulai dengan mengatur tata

1.-
121

e
ke

ahan yang berotientasi pada budaya masyatakat
. Artinya, harus diupayakan mengintegrasikan
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p komponén dalam pengambilan keputusaf

sangunan masyarakat.

*:'@- TV

Tungku Sejarangan

stem dan mekanisme pemerintahan terpadu.antara
emenntah fotmal dengan pemimpin informal yang

vmam Lttt e

sdatdan it dan agama) | harns diciptakan, sehingga partisipasi

s n =4
4 0

akat dapat ditumbuhkan secata melembaga. Melalui

2271999'dan. Q L] No 25/ 5/1999 kemungmm_ggmk

akin Iebar, Selama ini, keterlibatan tokoh adat dan
hanya dilakukan bagi kepentirigan politik apatat
si. Dalam pengambilan keputusan pembangunan

claksanaannya, meteka hanya metijadikan alat
el atau justifikasi saja.

itegrasi adat dan agama dalam tata pemerititatian

narnya sudah teruji keampuhanriya. Rezim
rintahan Orde Baru justiu ielemahkan eksistenisi

1k kepentingan mempertahankan kekuasaarinya.

» perspektif adat, di Kuantafi’ Singingi misalnya,

duan antara penguasa dengan pemimpin adat dari
:ércekmin dati falsafah adat mereka.

smetintah yang kokoh dalam perspektif adat
n Singingi harus. ditopang oleh apa yang disebut

Tungku Sejarangan’’, yakni pemuka adat, alim ulama

-dik pandai (cendikiawan). Artinya, kebethasilan

npin akan ditentukan oleh dukungan ketiga elemen

but, baik dalam pengambilan kebijaksanaannya

1 dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Oleh karena itu, ketiga elemen tadi sering disebut
o Tali Sepilin™. Sebab ketiganya merupakan sub-sistern



11

cake terpisahkan dalam suatu sistem secara

1an. Manajemen pemerintahan akan lebih mudah

ikan karena tiga komponen tadi. Mengakar ke

W

at dan problematika masyarakat dapat disalurkan
etiga pintu itu. Tidak ada dominasi kekuasaan
ngarah pada kediktatoran, karena eksistensi

154 justru lahir dari masyarakat melalui pemuka

emuka adatnya dan para cendikiawannya.

alitas keberadaan rakyat dalam tata pemetintahan
agacu pada adat, jauh lebih baik dari apa ying
ni diterapkan oleh rezim Orba.’ Kedudukan

ang dipandang sebagai pribadi utuh sesuai
:an dan fungsinya dalam masyarakat. Ini tercermin

yang disebut adat; Nan kariak ioleh konds, nan
» sago. Nan batak iolah buds, nan indab iolah baso.

Latulnang, lang bacar! (Yang kurik ialah kendi, yang

ah saga. Yang baik adalah budi, yang indah ialah
Tanyut ditolong, hilang dicari).

uan tatanan masyarakat seperti ini adalah
mati yang tua mengasihi yang kecil. Sama besar
etkawan, dan yang lemah dibantu. Untuk itulah,
1n seseorang scbagai anggota komunitas memiliki
1 yang sama; sehino semalu, seborek seringan.

susunan masyarakat tertumpu pada ururtan yang
atis; Negori berompek sukwn, dalam suku beporuik.

g dibori betuo, ramak dibori betungganai, dengan
1; Kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke

%. Peonghulu berajo ke mupokat, mupokat berafo ke nan
121 manurwnik alwa jo patwik. Ado nan patoik tapi dak

£

ado nan mungkin tapi dak patwik. Kedudukan
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ng pemimpin ditata untuk bersifat adil dan men-
1 sebagaimana yang disebut dalam adat; Mengaii samo
. mengufi samo sira. Tibo pek poruik jan dikenipekan, ¥bo
a0 jan dipiciangkan, Godang jan ineinpik, lowe janmenyaok.
i< ewajiban pemimpin tethadap masyarakatnya sangat
dan rinci. Sebagaimana ditnangkan dalam aturan adat;
Jang di tonga padang, boke belinduang kepariasan, boke
2 kenjanan. Urek boke baselo, batang boke besandar. Tetogak
7 pagaran, telilik menjadi pengobek, tebelintang menjadi
Kan poi bofke betanyo, baliak boke becerito. Peluang unituk
-mbalikan tata pemetintahan seperti ini, terbuka lebar
rar diberlakukannya UU No 22/1999 yang memuat

omi daerah 4k




nberdayakan Masyarakat Adat
ta Otonomi Daerah

ERINTAH dan masyarakat di daetah nampaknya
erpacu dengan pemerintah pusat dalam
implementasikan otonomi daerah. Signifikansi
ukan pemacuan itu dilandasi masth terdapat tarik
bijaksanaan pusat memberiakukan otonomi daerah.
n undang-undangnya sudah ada, tetapi aturan
wnnya tidak ditindaklanjuti. Bahkan yang muncul
tbagai undang-undang dan kebifakan yang justru

2k belakang dengan sasatan otonomi daerah.
Jlzh sebab itu, daerah sebenarnya dapat
antisipasi keadaan tersebut, bila secara dini
crsiapkan kerangka pemberlakuan otonomi daerah.
' upaya petsiapan itu, tata pemetintahan diatur sejalan
1 kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing,
4 tempatan hatus diintegrasikan ke dalam sistem
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itahan. Sehingga kekuasaan mendapat pengimbang

nasyatakat dan kepentingan masyarakat dapat

in landasan betpijak dalam melaksanakan proses

1iga Daerah

Pada_tingkat kabupaten, k kesempatan untuk
iasukkan adat jstiadat dalam sistem pemetintahan

cukup [uas. Pasal 65 UU No 22/1999 menyatakan
ardaerah _dapat dibentuk lembaga | tekms sesuai

- kebutuhan dacrah. Pasal l.m leerkuat oleh Easal

r menyatakan bahwa smmwsa51 perangkat

) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

rartl, daerah kabu yaten dapat ﬁfmbmmacm
42a Pertimbangan Pemba.ngtman Masyarakat Daerah

D) _yang elemennya texdiri atas pemuka adat

2 agama, danpara cendikiawan. Anggotanya dipilib

diangkat oleh DPRD atas usul pemuka-pemuka

2

rakat dan cendikiawan tersebut.

embaga ini berfungsi sebagaimana DPA pada
ntah pusat, tetapi kedudukannya setingkat di bawah

. Otientasi kewenangannya adalah melakukan
a tethadap kebijaksanaan pembangunan dalam
pembetdayaan rakyat dan menelaab implikasi

bangunan itu pada masyarakat. ‘Terhadap masyatakat,
aga ini betkewajiban membina eksistensi masyarakat

anggota komunitas, melalui tiga jalut; adat, agama,

mu pengetabuan.

idang kerja yang paling esensial dari lembaga ini
rsi menjadi media dalam menata masyarakat sebagai
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sia yang memahami keberadaan dan fungsinya

Fou

masing, Sasaran utamanya menciptakan suasana

takat yang kondusif dalam pelaksanaan

¥
11,

ngunan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
w2 itu juga bertanggung jawab untuk senantiasa

n penggalian dan pemutahiran adat dan budaya

tan. Sesuai dengan dinamika masyarakat, tanpa

1

=O09

B

galkan substansi etika moral keagamaan dan

angan‘ilmu pengetahuan serta teknologi.
beda dengan lembaga adat yang selama ini ada,
falam Strukéir pemerintahan daerah, merpakan

: ya yang fun.gswnal “dan independen. Bukan hanya
7. stempel yang bekerja pada saat diperlukan oleh

pemerintahan. Anggarannya dimasukkan dalam

sesuai dengan kebutuhannya yang disetujui oleh

212 kerja dan mekamsme pemberdayzan lembaga
Tum dibentuk da-kan harus dibahas oleh
setelab mendengarkan masukan dari tokoh adat,

an_para cg‘_mjl}ﬁaﬂg; Bila periu, sebelumnya
panitia ketja untuk menyusun segala hal yang
dengan pembentukan lembaga ini. Anggota pani-
iambil dari elemen birokrasi pemetintah, DPRD,

agama, pemuka adat, dan para cendikiawan.
“acla tingkat pemerintahan lapis bawah (desa),

demikian juga dapat dibentuk. Disamping
ah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), juga
>ntuk lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan
gaimana termakeub dalam pasal 106 UU No 22/
nbentukannya hanya diterapkan dengan peratu-
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¥ e 1

{Intuk memberdayakan aparat pemerintahan desa,
ngan dati BPD harus dilengkapi dengan Badan

"

aangan Masyarakat Desa (BPMD). Agar tidak

i dualisme fungsi dengan BPD, maka keanggotaan
meh BPD-atas usul masyarakat yang
presentasikan unsur adat, agama, dan cendikiawan,

angsi BPMD pada tingkat desa, dapat menjadi
anjangan tangan BPD secara tekms dalam n mengayori
nembuat ﬁéﬁtﬁran desa, menampg__g_ x dan
polurkan aspirasi-masyarakat, serta melakukan

asafl dan perﬂmbangan mrhadgggenjelenggaram

s 3y

2.2/ 1999 Termasuk memberikan perumbangan
dap proses pemba.ngunan desa dengan merujuk pada
crdayaan rakyat melalui perspektif adat dan agama

varakat tempatan, serta perkembangan ilmu

F

=t
=
+ L_,'

ctahuan dan teknologi. Ta dapat pula betfungsi sebagai
o Perencanaan Pembangunan Desa (Bappedes).

gar betbagai badan tersebut dapat berfungsi efekiif
dlberlakukannya UU No 22/ 1999 dan otopomi
Tjalankan dengan konsisten, banyak hal yang masih
hkan. Perz‘a.mz, melakukan inventarisir dan
nentasi sistematis tethadap berbagai siibstansi- adat,
nelakukan upaya itu, menyangkut baik hukum adat,

sun tata cara adat yang selama ini belum tertulis,

21 sudah mulai tenggelam ditelan masa yang diangkat
sali kepermukaan dan dibakukan dalam Kital§ Adat
lat (IKAT).

edug,. pemperdayakan SDM perangkat adat.
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iiasi pemberdayaan tidak saja diarahkan pada
iaman tentang adat, tetapi juga aspek pembangunan

rakat secara Juas dan bertanggung jawab. Sudah

ewatis adat yang babkan sudah tidak mengenal

bagai dimensi adat yang seharusnya diayominya

rlakukan kepada masyarakatnya.
7a, menerapkan kembali berbagai tata cara adat

/ah mulad divinggallcan masyarakat alhir-ashir int

Jilakukan untuk memancing kembali minat dan
1 masyarakat untuk mengikatkan diri dengan
ketentuan adat. Penerapan dimulai dati hal-hal

nghibur masyarakat seperti kesenian adat, olah

, dan upacara-upacara adat.
mpat, melakukan berbagai pertemuan berkala dari

clemen masyarakat (pemuka adat, pemuka agama,
likiawan) untuk metumuskan betbagai strategi dan

pemberdayaan rakyat melalui ui pintu “tigo tﬁggku

S Rmmpougemem cpos TR Bt e T

’. Termasuk menyusun formulasi bagaimana

3 iﬁe ketja BPMD pada saat dilaksanakan
ttukannya nant.

slima, melakukan penataan ulang terhadap desa-
rada sekarang. Berdasarkan pasal 93 UU No 22/
smbentikan, penghapusan dan/atau peng-
1 desa dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten

‘1D. Untuk itu, dipetlukan adanya penataan wilayah

ang disesuaikan dengan wilayah adat tempatan.
Kata desa dalam kontek ini, dapat saja digant

negori”, sesuai dengan tata pemetintahan adat

erlaku. Untuk itu, peta desa harus disusun ulang

suatu rancangan tata ruang kecamatan yang jelas
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iS.
5xkhn:nya pada tataran pemetintah yang lebih
agaimana strategl ini harus dijalankan, political will

‘intah mutlak diperiukan. Undang-undang N6 22/

0 /\th

nasih membutuhkan bhnféf?éﬁah aturan

: naannya " OIEh Katénatiya, petlu ditindaklanjuti

tonsisten dan searah dengan sasafan otonomi

1 itu senditd. Semuanya it hanya mungkin dilakukan
seran militer dalam kancah politik kenegaraan kita

ikurangi dan atau dihapuskan sama sekali. Yang
. pertanyaan kita sekarang adalah; kapan hal itu
rwujudkan?sx




va Pemberdayaan.
svarakat Desa

A dalam kerangka pembangunan masa depan

|'\

tempat yang sangat strategis. Undang-undang Nio

99 merinei kedudukan dan fungsi desa secara
lit. Ada delapan belas pasal yang mengatur penataan

inya mengandung makna keanekaragaman,
si, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan
cat.

nbentukan desa hanya membutuhkan persetujuan

#intah kabupaten dan DPRD atas prakarsa

11

talkat dengan memperhatikan asal usulnya. Hanya

ebuah Perda pada tingkat kabupaten, sebuah desa
apat dibentuk, dihapus atan digabungkan.

nangan yang dimiliki meliputi kewenangan otonom -
satkan hak asal usul desa dan kewenangan otonom

H

can undang-undang, Termasuk tugas perbantuai
| 57



nemetintah provinsi dan kabupaten.

=

Sistem pemerintshan dijalankan dengan membentuk
rintahan Desa dan Badan Perwakilan Desg_(BPD)
vintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat

edangkan BPD dibentuk dari dan oleh anggota

-akat desa yang berfungsi mengayomi adat:istiadat,

at peraturan desa, menampung dan menyalutrkan
masyatakat, dan melakukan pengawasan tethadap

clenggaraan pemerintahan desa, meskipun

zkatan Pemerintahan Desa masih dilakukan oleh

f1al menarik dalan UU No_22/1999 ini adalah

angkut kevangan desa. Terdapat lima sumber
apatan desa yang dapat dikelola secara otonom.

_pendapatan asli desa yang terdid atas hasil usaha
asil kekayaan de dcsa hasil .swadaya. dan_partisipasi,

tong-rotong, dan pendap_g_tgn__g._sgc_l_g_s_,al@mya,yang
dna, bantuan dari pemerintah kabupaten yang

vuti bagian dari perolehan 1 pajak dan retribusi daerah,

jian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

————— -

yang d1tcnm_a oleh pemenntal;,kabugaten 100,
\ dati pemerintah dan pemetintah provinsi, Keenppat,

i e —aa, I o

igan dari plhak ketiga. Kelima, pendapatan dari

an desa.

Tfifisip otonomi sangat tegas dalam masalah
acan desa ini, karena sumber pendapatan yang sudah

v b
L s

. oleh desa tidak dibenarkan ‘diambil alih oleh
itah atau pemerintab daerah, Sumber pendapatan
ik dan retribusi serta petimbangan kevangan pusat
=rah, juga harus dibagikan secara profersional
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esa sebagai upaya pemberdayaan potensi desa dan

akatnya.
Pernerintah desa dan masyarakat desa dapat

ling wilayah dan SDA. yang dimilikinya untuk
gan pendapatan desa, tanpa dapat diganggu gugat

12k Jain. Untuk mengelolanya, dapat membentuk

fsaha Milik Desa (BUMD), ketjasama dengan
:tiga, dan bahkan desa memijliki kewenangan

ulkan pinjaman. 47

CA. L
L = ]

-dasarkan ketentuan undang-undang tersebut,

chadiran para konglomerat “pemburu rente” yang
nengindahkan kesejahteraan masyarakat desa, dapat

:beradaantiya oleh Pemerintah Desa bersaima-sam

2 BPD. Bahkan pelaksanaan tugas pembantu yang
isertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM
pat ditolak Pemerintah Desa.

nsip partisipasi tercermin dalam pasal 110

~undang terscbut. Dalam Pml\mw‘ﬂe_g,ﬁ&kﬁﬂ
emerintah kabupaten dan/ atau pihak ketiga yang

bt e

12kan pembangunan bag@anwﬂa_yglg:lcsa menjadi

mﬁ?jbmn, iodustri, .dan_jasa_wajib
tsertakan Pemerintahan Desa dan BPD da@m

nagm,.,._pelaksan,an dan pengawasanfya.

angan ini menempatkan pemerintahan desa dalam

sisi yang menentukan dan pertimbangannya harus
cary hak, asal-usul, dan adat-istiadat masyarakat

Jalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan
:ngunan desa, petiu kiranya membuat Anggaran

1y

tan dan Belanja Desa (APBD) serta Rencana

39
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bangunan Desa. Ketentuan ini, menuntut adanya

pemberdayaan masyarakat yang lebih terencana

-unit pemerintahan lapis bawah, sehingga hasilnya
dievaluasi dengafi baik. Kebutuhan masyarkat dapat

isipasi pada ruang lingkup yang lebih kecil dan

e

laan pembangunan terselengpara berdasarkan
2 pemenuhannya.

Permasalahan yang mungkin timbul dalam
sanakan berbagai ketentuan perundang-undangan

t, dapat timbul dati rendatinya SDM di tingkat
ilit untuk mencati perangkat desa yang mampu

1sun program dan perencanaan pembangunan seria

yang memang memiliki relevansi dengan
dayaan rnasyarakat. Pada tingkat kabupaten saja,

ismne perencanaan pembangunan dan penyusunan

masih “centang prenang’”.
mentara pendekatannya masih berdasarkan selera

bil keputusan. Pada tingkat desa, masih sangat

uhkan kemampuan mengktistalisasikan potensi dan

alahan masyarakat dan memformulasikannya.
ehcana pembangunan dan penganggarannya.

endala lain yang juga dapat menghambat adalah
adanya peta desa yang jelas dan tegas. Keadaan

kan menimbulkan benturan tidak saja antar desa,

i juga antar kewenangan tingkatan pemerintahan.

asuk kawasan-kawasan yang selama ini sudah

lz oleh pihak swasta yang kepemilikannya masih
:arkan pada ketentuan rezim Orde Baru. Belum lagi

icuan pemberitukan desa yang selama iiii tidak sesuai

latar belakang pemerintahan adat suatu wilayah.




=ngantisipasi implementasi UU No 22/1999,
serlu dilakukan be_]_a_.crépa upaya konkret. Pertama,
an pemetaan terhadap psﬁhmesa, baik SDA
SDM yang_dimilikinya, Profil setiap desa yang
arang harus disusun berdasarkan kepentingan

sanaan pembangunan ke depan. Dari pemetaan ini,

zan muncul potensi desa sesuai dengan tingkatan

5. pernanfaatannya.

They

dna, meningkatkan kemampuan pemerintahan di

bawah ke bidang pembangunan sektoral yang
lengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk
mmepumsan yang diikuti
pembekalan pengetahuan tentang penyusunan
12an pembangunan dan penganggarannya sangat

sial dilakukan. Sasarannya adalah kemampuan
intah desa menjadi penggerak dan fasilitator

dayaan masyarakat. Termasuk menciptakan

»rakat demokratis yang memahami keberadaannya

a1 clemen bangsa.

#%ga, pembanguan-desa_harus bertumpu pada
vang bersifat Zmmediately growth poke potensial, yaitu
tensi yang dapat. segera_ditekayasa dan disiasati
spentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

itn, dukungan dari pemetaan potensi eckonomi desa,
i diperlukan sehingga dapat disusun tahapan

K3 E30idy

12an pembangunan ekonomi berdasatkan skala -

dan kesinambungannya.
akpir, menumbuhkan saling keterkaitan antara

tii yang ada di sekitar desa dalam upaya peninigkatan

. SDM desa. Termasuk di dalamnya juga
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rclaraskan omtput hasil pertanian desa dengan inpw?
it pengolaban yang ada dan ditambuhkan di sekitar
K elebihan pasok tenaga ketja di pedesaan harus dapat
dialihkan dan dimanfaatkan dalam sektor non-
gian dan industri. ***
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Kepeminipinan Riau
hadapi Era Globalisasi

NGAH arus globalisasi sekarang, masalah
apinan terasa semakin penting. Apapun jenis

sasinya sangat membutuhkan seorang pemimpin

dapat menakhodai secara tepat, sehingga tujuan

si itu cepat tercapai. Dengan tidak bermaksud
lui atan melangkahi mekanisme demokrasi yang
Jaksana dengan baik selama ini. Tulisan ini hanya
an awal yang mungkin dapat digunakan sebagai

si oleh mereka yang patut memilih pemimpin di

lau, sesuai dengan perundang-undangan yang

ngapa jauh-jauh hari sudah dipikirkan? Riau
alah satu bagian internal dati segitiga pertumbuhan

1) akan sangat tetkait dengan arus globalisasi.

A

. sebuah kapal, apabila tidak memiliki seorang

63



ocdayang baik, maka atuslah yang akan mengombang-

b
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okan kapal tersebut pada arah dan tujuan yang tidak

i samping itu, sebagai sebuah provinsi yang masih
-al dati provinsi lainnya di Indonesia, Riau harus
 berbenah diti secepatnya agar arus globalisasi yang

angsung menerpa, tidak semakin menenggelamkan

Riau, baik dati segi moral maupun identitasnya
bangsa Indonesia.

Ditandatanganinya .Asean Free Trade Area (AFTA)

kan tantangan yang tidak kecil bagi masyarakat

P roduk-produk dati negara Asean akan sangat cepat

njiri Riau, apabila hasil-hasil produk daerah Riaa

- mampu bersaing di pasaran. Keadaan ini pun sudah

sung lama di Riau. Bukan merupakan sesuatu yang

ntuk mencari produk-produk luar negeri di daerah

eskipun ada ketentuan produk tersebut di proteksi.

banjirnya produk Iuat negeti akan merubah pola

151 masyarakat, dan hal ini juga akan menimbulkan

ahan image, sehingga identitas kewarganegaraannya

aja menjadi Iuntur.

erkaitan dengan masalah di atas, maka daerah Riau
_haruslah makin dipupuk dengan semangat

sme kebangsaan. Namun itu saja tentu belum

-memupuk patriotisme di zaman globalisasi tidak

at mengandalkan slogan-slogan heroik, tapi tidak
. dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
ka masyarakat akan cenderung mengarah pada

ingkatnya pemenuhan motivasi up mereega.
skatnya p h ti hidup k

utannya adalah ketersediaan dan kualitas. Untuk

-ahkan dinamika tersebut, agar selaras den_gan
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A

a dan tujuan kebangsaan membutuhkan
an banyak pihak, salah satu yang dominan adalah
emimpinan yang proaktif, bukan reaktif.

_conard ID. White dalam bukunya The Techricque of

Personal Leadership menyatakan bahwa seorang

oin ita harus memiliki dua syarat, yaita inisiatif dan

nditian yang teguh. Pemimpin yang tidak punya

., menurut Leonard, dapat disamakan dengan

. Manusia demikian sering disebut Human Qyster
. Kerang), sebab kerang memang tidak mempun-

(4if untuk memperoleh makanan. Arus lautiah yang

a makanan ke mulutnya. Pemimpin yang tidak

inisiatif tidak ubahnya pula seperti bayi yang masih

sui, dan tentunya sangat tidak dewasa untuk berpikir

‘buat bagi kepentingan masyarakat yang
nya.
anjuinya Leonard menegaskan bahwa seorang

pin harus konsisten terhadap apa yang telah
lan atau diputuskan. Pemimpin yang baik tidak akah

i “kambing hitam”, bila ternyata apa yang telah

in tidak seperti apa yang diharapkan. Ia akan
adar melalui evaluasi yang seksama:dan bijak,
i kesalaban tersebut untuk dijadikan sebagai dasar

ngambilan keputusan yang benar pada wakin
tnya. Pimpinan yang tidak konsisten dan selalu

t1 “kambing hitam’’, pada akhirnya akan ditinggalkan

gikutnya. Apabila itu terjadi, hakekat atan-art

pinannya telah hilang,
isesnya kepemimpinan seseorang dalam
va masyarakatnya pada tujuan. yang telah
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ipkan sebelumnya dihadapkan pula pada kendala-
\ tertentu. Pertama, kendala identitas yang men-

lautkejelasan mengenal peranan yang harus dilakukan
scorang pemimpin. Kedua, kendala persepsi yang

ungan dengan petilaku seorang pemimpin di
tengah orang yang dipimpinnya. Ke#iga, kendala

ktasi yang betkenaan dengan apa yang sebetulnya
mapkan oleh organisasi yang dipimpinnya.

‘emudian hal yang berkenaan dengan
domani dinamika, kebutuban dan kendala yang ada
menyambut era globalisasi masa datang, kiranya

t diurntkan beberapa yang harus dimiliki oleh seorang

an di daerah Rian. Pertama, “Envisioning” yang

vangkut kemampuan yang memberi arah atau tujuan

sasi. Dalam koateks ini sudah jelas, sebab
naan pembangunan sudah ditentukarn berdasarkan

yang ditetapkan, seperti Repelita. Tinggal lagi

~

oo

irnana mentetjemabkannya dalam bentuk bahasa yang
it menjadi program-program yang tidak saja integrated,

2 berkesinambungan. Berkaitan dengan ini, kiranya
kan seorang yang memiliki visi yang kuat dalam
itisipasi dinamika yang ada. Penguasaan teknologi
i mutlak, agar rekayasa program betul-betuk sesuai
pola yang sudah ada dan dapat diimplementasikan,
masyarakat memang membutuhkannya,

Kedua, “Energizing” yang berkenaan dengan

puan seorang pemimpin yang mampu memotivasi

12 unsur yang terlibat. Hal ini mensyaratkan seorang
tidak saja punya pengalaman dijajaran bitokrasi, tetapi

1emiliki pemahaman terhadap karakteristik



e =

rakat Riau. Seperti diketahui, pluralisttk masyarakat

nuntut adanya “kiat-kiat” tertentu untuk
igkitkan motivasinya. Merangkup berbagai
zan individu dan kelompok dalam suatu wadah

v, idak hanya mengandalkan intelegensia tetapi juga

)|

iilatarbelakangi oleh pengalaman yang cukup berada

-tengah kelompok masyarakat tersebut.

Ketiga, “Enabling” yakni kemampuan memberi

=

ul dalam melaksanakan tugas. Dalam kaitan ini,

harus lebih bersifat fechnical Masyarakat Riau yang
ertinggal dalam penguasaan teknologi akan

uiubhkan pengarahan-pengarahan praktis agar

epat
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